BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.’ Peran didefinisikan
sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang
mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut
terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang
berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang
definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau
kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang
dalam suatu peristiwa.’

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu
lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi
biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga
tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role)
dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang
diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut
Koentrajaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu
kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola

perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu

* Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
* Torang Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi) (Bandung:
Alfabeta, 2014).
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dalam organisasi atau sistem.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang
berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono
Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila
seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,
maka ia menjalankan suatu peranan.’ Peran merupakan aspek yang dinamis dari
kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan
kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam
menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan
bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu
peristiwa.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian
peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau
sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan
tertentu.

2.2 Kepolisian
2.2.1 Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari
berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya
saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya

menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan

> Nuruni & Kustini, “Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand,” Jurnal Manajemen Dan
Kewirausahaan 7, no. 1 (2014).
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perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala
hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti
seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie
meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk
mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah
untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi
adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana
yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang
mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung
di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya
Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta
Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era

reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada
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asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam
perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961
ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas
inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat
Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan
angkatan bersenjata lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan
POLRI dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegak hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.® Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh Negara untuk
menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman
dalam kehidupan masyarakat.’

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga
pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai
organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang
teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi,

yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa

% Budi Rizki Husin & Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum (Lampung: Pustaka Baru, 2014).
" Ismantoro Dwi Yuwono, Cerdas Dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan Di
Kepolisian) (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).
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undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayom dan pelayan masyarakat.®

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat
dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga
pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ
dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi
dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan
wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai
fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni
fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif
dalam rangka penegakan hukum. Apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya
menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-
Norma yang berlaku di masyarakat.
2.2.2 Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni
dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian
terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian

¥ Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
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berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang

meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal

yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3)

lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang
oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan
kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang
diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya
masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan
undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan
tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada
manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya,
sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan
masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata
kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban
masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:’

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam
rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi
yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan

keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang

? Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia (Bandung: POLRI, 2014).
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dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan,

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada

hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan
ketentraman umum.

3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum
untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian
Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
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bertugas :

a.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian.

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi
kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian.
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L.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

berwenang:

a.

b.

Menerima laporan dan atau pengaduan

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum.

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian.

Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
Mencari keterangan dan barang bukti.

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat.

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
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m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a.

Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan
senjata tajam.

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan.

Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas
pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan
menberantas kejahatan internasional

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional

Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas,
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wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5
ayat (1), yaitu:
a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Mencari keterangan dan barang bukti
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri dan

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2.3 Pelanggaran Lalu Lintas
2.3.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelanggaran
adalah perbuatan (perkara) melanggar, Pelanggaran berasal dari kata dasar
langgar. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Kamus Hukum mengandung
pengertian “delik yang berkaitan dengan lalu lintas, Pasal 192, 492, 494 KUHP
dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1
UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau
barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.'’ Sedangkan menurut
Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah: perjalanan bolak-balik, perihal

perjalanan di jalan dan sebagainya dan berhubungan antara sebuah tempat."'

' Rudolf Silaban & Indah Malau Pase, “TInjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu

Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Jurnal

Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 1 (2021): 107-11.

" Dedy Doreswati, “Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam
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Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang
dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor
juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu
lintas yang berlaku.'? Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin
nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib
turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas
maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh
terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya."

Kebijakan lalu lintas di Indonesia ada pada UU No 22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana regulasi itu diciptakan supaya menjamin
keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat yang berlaku ditetapkan
terkai tindakan yang tidak diperbolehkan serta harus di patuhi oleh setiap orang.
Sementara pelanggaran dari ketentuan tersebut bisa dikenai ancaman pidana,
sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang disengaja atau tidak.'* Berbagai
pelanggaran lalu lintas tentu menimbulkan akibat hukum dari kecelakaan lalu
lintas tersebut, sanksi pidana untuk pihak yang mengakibatkan peristiwa tersebut
serta diiringi tuntutan perdata atas kerugian material yang diakibatkan.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa

Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia,” Jurnal Imliah Mahasiswa 1, no. 2 (2019).
'2 Rahayu Nurfauziah & Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari
Perspektif Konstruksi Sosial,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021): 75-85.
" Dedy Doreswati, “Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam
Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia.”
14 Nugroho & Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan
Penghambat,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 49-60.
' Nurfauziah & Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi
Sosial,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021): 75.
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jalan dengan fasilitas pendukungnya. Sedangkan menurut Poerwodarminto
bahwa lalu lintas adalah: perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan dan
sebagainya dan berhubungan antara sebuah tempat. '

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa
lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai
sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan
sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari
suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.
2.3.2 Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peraturan akan berlalulintas.
Setiap orang pengguna jalan akan terikat dengan peraturan tersebut. Oleh karena
itu, jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa pengguna jalan
tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Macam-macam pelanggaran lalu
lintas menurut UU no.22 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut:'’

1. Pengguna jalan melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi
rambu lalu lintas (Pasal 275).

2. Pengendara memasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan berlalu
lintas pada kendaraannya (Pasal 279).

3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan plat nomor yang telah ditetapkan
oleh Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280).

4. Pengendara motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 281).

5. Pengguna jalan tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh POLRI (Pasal

282).

' Dedy Doreswati, “Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam
Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia.”
" Heru Nurgiansyah dkk, “Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa Ppkn Upy Dalam Berlalu Lintas,”

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2019).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Membawa kendaraannya secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang
dapat mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudikannya (Pasal 283).
Pengendara tidak memperdulikan keselamatan pejalan kaki atau yang
bersepeda (Pasal 284).

Kendaraan bermotornya tidak memenuhi syarat teknis seperti kaca spion,
lampu, klakson, dan lain-lain (Pasal 285).

Pengendara melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas yang ada (Pasal 287).
Pengendara tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak memiliki
Surat Izin Mengemudi, dan tidak ada surat keterangan uji berkala dan tanda
uji berkala (Pasal 288).

Pengendara maupun penumpang kendaraan bermotor tidak menggunakan
helm (Pasal 290).

Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm yang sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia (Pasal 291).

Mengendarai sepeda motor dengan mengangkut lebih dari satu orang (Pasal
292).

Pengendara tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari
pada kondisi tertentu (Pasal 293).

Pengendara tidak memberi isyarat saat hendak berbelok atau balik arah (Pasal
294).

Pengendara tidak memberi isyarat saat hendak pindah jalur atau bergerak ke
samping (Pasal 295).

Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api saat palang pintu
sudah ditutup dan alarm sudah berbunyi (Pasal 296).

Mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan (Pasal 297).
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19. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan (Pasal 300).
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu
lintas adalah sebagai berikut:'®
1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan
memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan,
pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari
pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor
yang menjaminnya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para
pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan
dengan lalu lintas.
2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu
lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa
seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu
dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian,
faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan
mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun.
Genangangenangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering
menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu

'® Soedjono Soekamto, Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Alumni, 1976).
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lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin
pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan,
sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka
waktu yang relativ singkat. Pekembangan kendaraan yang semakin pesat ini
apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka
dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat
menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan,
pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari
faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser
yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau
lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan
turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya
sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang
pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-
seganmemilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap
mematuhi peraturan yang ada.
2.3.4 Indikator Pelanggaran Lalu Lintas

Mengenai penelitian ini, indikator pelanggaran lalu lintas adalah penulis
yang mempergunakan aturan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1
yang menyatakan bahwa: ’setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan
bermotor yang dikemudikan’’. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, beberapa indikator pelanggaran lalu
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lintas dapat dijabarkan lebih rinci:

1.

Melanggar Rambu Lalu Lintas

Termasuk mengabaikan rambu stop, melanggar rambu larangan, atau tidak
mengikuti arahan yang diatur oleh rambu lalu lintas.

Tidak Mempergunakan Helm dan Sabuk Pengaman

Pengendara sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm,
sementara pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor lainnya wajib
menggunakan sabuk pengaman.

Melanggar Batas Kecepatan

Pengemudi wajib mematuhi batas kecepatan yang ditentukan untuk menjaga
keamanan lalu lintas.

Pengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol atau Narkoba

Undang-Undang melarang pengemudi yang berada di bawah pengaruh
alkohol atau narkoba untuk mengemudi.

Melanggar Peraturan Lalu Lintas Lain

Termasuk tetapi tidak terbatas pada menggunakan ponsel selama mengemudi,
melanggar marka jalan, atau melaksanakan manuver yang berbahaya.
Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberi dasar hukum untuk penegakan
aturan tersebut, dengan sanksi yang sesuai, seperti denda, pencabutan izin
mengemudi, atau sanksi lainnya yang dapat diberlakukan oleh aparat penegak
hukum dan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas ialah tindakan yang tidak sesuai aturan hukum yang

berlaku. Sementara Ramdlon mengemukakan bahwasanya pelanggaran lalu lintas

ialah tindakan yang dilakukan oleh pengendara yang mana tindakan tersebut tidak

sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas. Yang mana apabila ketentuan
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tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat menyebabkan kecelakaan
bagi pengendara. '
2.3.5 Ketentuan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan
yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum
itu adalah sebagai berikut:
Pasal 279
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas
sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurugan
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
Pasal 280
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal
68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Pasal 281
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 30 atau

denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

" Djajoesman, “Tingkat Keselamatan,” Angewandte Chemie International Edition 6,no. 11 (2019): 951-52.
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Pasal 283
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak
wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan
yang mengakibatkan ganguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana
atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).?
Pasal 284
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah).
Pasal 285
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul
cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2)
dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 31 lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah).

2 UU R, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Undang-Undang

RI, 20009.
38



(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda
batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan ,lampu rem, lampu
penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman
alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan,
atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3)
juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).?!

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan
helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal
106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam
pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus limah puluh
ribu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa

2'UU RIL
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menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagimana
dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
Pasal 294
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan
membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu
penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah). Pasal 297 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor berbalapan di Jalan sebagiamana dimaksud dalam pasal 115 huruf
b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga
jutarupiah).?
Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan
orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem,
menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau 33 melewati
jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam
pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3.6 Aspek-Aspek Kedisiplinan dalam Berlalu Lintas

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk
perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku

di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses

2 UURL
40



belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat

menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran

disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah

maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah

positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan

raya. Dalam Diktat Rekayasa Lalu Lintas bahwa rambu-rambu lalu lintas

mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi

hukum sebagai berikut:

a.

Perintah, yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi
lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah,
maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang
munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat
belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.

Larangan, yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna
jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah
diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya,
hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan dijalan raya.
Peringatan, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang
akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar
kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

Anjuran, yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan
boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran
tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

Petunjuk, yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan,

situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lainlain. Bentuk dan warna
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yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untukmembedakan
kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi
pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.”
Berdasarkan hal tersebut, menurut Ancok bahwa disiplin lalu lintas
mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kualitas Individu, dimana kualitas individu tersebut meliputi kualitas pemakai
jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, sertakualitas dan kuantitas
petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan, meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor
seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya
seseorang berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan
ketertiban lalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas, yang meliputi penataan jalan dan
rambu lalu lintas, sebagaimana penataan tata jalan adalah awal dari penataan
ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan menurut Fatnanta bahwa aspek-aspek
disiplin lalu lintas, antara lain:**
1. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas
Pemahaman terhadap peraturan dan Perundang-undangan lalu lintas diperlukan
untuk menjadikan pengemudi berdisiplin. Perundang-undangan lalu lintas dan
angkutan jalan raya pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan yang
mencakup tiga bidang utama, yakni:
a) Peraturan mengenai pemakai jalan utama yakni sebagai pejalan kaki;

b) Pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor; serta

 Hary, Diktat Rekayasa Lalu Lintas (Malang: Beta Offset, 2018).
# Ancok, Psikologi Terapan (Y ogyakarta: Darussalam, 2015).
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¢) Hewan yang berada di jalan tersebut.
Peraturan mengenai sarana angkutan yang dipergunakan di jalan raya,
pengaturan tentang jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, jenis-jenis
jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas.
2. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain
Kedisiplinan akan lalu lintas dari diri individu dapat berkembang apabila timbul
rasa saling menghargai antara sesame pengguna jalan raya, sehingga bila sikap
menghargai sebagai pengguna jalan raya benar-benar dipahami maka rasa
tanggung jawab pengguna jalan raya juga akan berkembang.
3. Kehati-hatian dan kewaspadaan
Pengendara yang mempunyai tingkat disiplin berlalu lintas akan selalu mengendarai
motornya dengan hati-hati. Berperilaku hati-hati berarti bersikapwaspada, berjaga-jaga,
selalu ingat dan tidak lengah. Adanya rasa ketenangan batin, ketiadaan rasa kaget dan
bebas dari ketegangan emosional merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-
hati.
4. Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan
Berupa pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan digunakan,
misalnya keadaan rem, kondisi ban yang aus, bahan bakar dan oli. Selain itu
kelengkapan surat kendaraan bermotor wajib untuk dimiliki dan dibawa.*
2.4 Penelitian Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang
pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan
diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam

penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

» Wardana, Panduan Aman Berlalu Lintas (Jakarta: Kawah Pustaka, 2019).
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Rismawan dengan judul Faktor Penyebab
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang.
Penelitian ini menyatakan bahwa masalah pelanggaran lalu lintas dapat dilihat
dari budaya masyarakat yang instan dan tidak mau bersusah payah untuk
mendapatkan SIM, mereka lebih suka membeli SIM kepada polisi (orang
dalam) dari pada ikut tes dalam membuat SIM. Pelanggaran lalu lintas juga
tercermin dari pelaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih
menekankan kepentingan masing-masing pengendara, terlebih di saat jalanan
macet. Akibatnya pengendara cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas
yang ada, seperti penggunaan helm standar yang dapat melindungi kepala
dengan penuh, mengendarai kendaraan dengan seenaknya sendiri, serta
minimnya sikap untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama
pengguna jalan. Salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas karena faktor
manusia adalah kecorobohan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dengan judul Peranan Kepolisian
Terhadap Penyelidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan
Luka Berat dan Kematian di POLRESTA Pematang Siantar. Penelitian ini
menyatakan bahwa Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan
mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan visum et
repertum. Kebijakan hukum polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu
lintas yaitu dengan cara kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal
(hukum pidana) yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku

pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kelalaian

%6 Eko Rismawan, “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota
Semarang,” Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2009.
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mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal
359 dan 360 KUHP dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya
diproses pengadilan dan kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum
pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi
aspek rekayasa (engineering), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan
(operation). Pengaturan hukum kasus kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan kematian orang lain diatur berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 pasal 229 dengan mengelompokkan kecelakaan lalu
lintas ringan, sedang, dan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling
menentukan terjadinya kecelakaan berlalu lintas.”’

3. Penelitian yang dilakukan oleh Prasasti Artika Putri dengan judul Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten
Klaten. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas
di wilayah hukum Polres Klaten masih relatif tinggi dikarenakan tingkat
kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan
masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalu lintas masih dipengaruhi oleh
kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu
merupakan kesengajaan lalai. Upaya program yang sudah diberikan kepada
masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi
brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas
juga penerangan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada
sasarannya masyarakat dan pelajar. Polantas berperan melayani masyarakat

terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat

2" Ramadhan, “Peranan Kepolisian Terhadap Penyelidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan
Luka Berat Dan Kematian Di POLRESTA Pematang Siantar,” /ndonesia Onsearch 1, no. 1 (2020).
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terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan
disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak.*®
2.5 Kerangka Berpikir
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan
gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah

ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:

Peran Kepolisian dalam
Menanggulangi Pelanggaran
Lalu Lintas

|

Pelanggaran Lalu Lintas

1

Terciptanya ketertiban,
keamanan, dan keselamatan

berlalu lintas di Kabupaten
Bengkulu Tengah

Gambar 1 Kerangka Berpikir dalam Penelitian

* Prasasti Artika Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten
Klaten,” Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2, no. 1 (2013).
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